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Abstract

Taxes have a very important role for a country, the main income of Indonesian state itself also comes from taxes.
At the end of August 2021, taxes had donate 1.74% of all state revenues, however, tax revenues were still not
optimal. To push state tax revenues, the government proposes a tax amnesty policy (Tax Amnesty). Tax Amnesty
is the abolition of taxes that should be paid by disclosing assets and paying a ransom as regulated in Law no. 11
of 2016 concerning Tax Amnesty. The General Purpose of Tax Amnesty is carried out to withdraw "money" from
taxpayers which is allegedly kept secret in tax-free countries. The tax amnesty policy it will give an impact with
increase incoming money from taxpayers and increase government capital that can be used for the welfare of the
people and balance the economy in Indonesia. The method used in this study is a literature study research
method. Based on the research has been done it can be concluded that the tax amnesty policy in Indonesia still
not running effectively yet, but has a positive impact on the growht of tax revenue
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1. PENDAHULUAN

Pendapatan utama negara Indonesia berasal
dari pajak yang digunakan untuk berbagai keperluan
negara dalam rangka pembangunan nasional.
Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal
1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo
(2016) menyatakan, pajak dapat diartikan sebagai
pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga
negara berdasarkan undang-undang, dimana atas
pungutan tersebut negara tidak memberikan
kontraprestasi secara langsung kepada warga negara.
Pembayaran pajak merupakan perwujudtan dari
kewajiban kenegaraan serta peran dari wajib pajak

untuk  turut secara langsung bersama-sama
melaksanakan ~ kewajiban  perpajakan  untuk
pembiayaan negara dan pembangunan

nasional. Pajak yang memiliki peran strategis ini
seharusnya mendapatkan perhatian penting dari
masyarakat dan pemerintah. Sistem pajak yang ideal
bagi suatu negara harus mempunyai prinsip manfaat
(benefit principle) yaitu diharapkan manfaat lebih
tinggi dibandingkan pajak yang dibayar oleh wajib
pajak serta pajak harus mempunyai prinsip keadilan
(equity principle). Sistem pemungutan pajak di
Indonesia menggunakan self-assessment system.
Rizki (2018:85) menyatakan bahwa Self Assessment
System merupakan suatu sistem pemungutan pajak
yang memberikan wewenang penuh kepada wajib
pajak untuk  menghitung,  memperhitungkan,
menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang
pajak. Self assessment system telah diatur dalam
pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum
Perpajakan. Sistem pemungutan pajak seperti ini
memiliki dampak positif dan negatif, dimana kantor
pajak tidak akan disulitkan dalam mengitung dan
mendata jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh
wajib pajak namun disisi negatifnya memberikan
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peluang untuk mengurangi jumlah pajak dengan
menekan beban pajak bahkan memberikan oknum
melakukan pelanggaran pajak dengan
menyembunyikan atau tidak melaporkan objek pajak
itu sendiri.

Tabel 1. Penerimaan Negara dalam APBN

2021
No Urian Jumlah Presentase
(%)
1. Pajak Rp 1.4445 1,74
T
2. Pendapatan Rp 298,2 3,73
Negara Bukan T
Pajak
3. Hibah Rp09T 69,13
Total Rp 275,09 74,6

Triliun

Sumber: Kementrian Keuangan Republik
Indonesia, 2021

Pendapatan pemerintah berasal dari beberapa
sumber vyaitu, pajak, pendapatan negara bukan pajak,
dan hibah. Namun berdasarkan data, pendapatan
terbesar diperoleh dari pajak. Pada akhir Agustus
2021 pajak telah menyumbang 1,74% dari seluruh
penerimaan negara namun, penerimaan pajak masih
dinilai belum optimal. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintah, salah satu kebijakan yang
telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka
menaikkan penerimaan pendapatan yang bersumber
dari pajak adalah kebijakan pengampunan pajak (tax
amnesty). Pengampunan Pajak (tax amnesty) adalah
penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan
cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan
sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak. Tax amnesty dilakukan
dengan berbagai penyebab, seperti banyaknya
aktivitas underground economy atau penggelapan
pajak (tax evasion), pelarian modal ke luar negeri
(capital flight), rekayasa transaksi keuangan, serta
politik penganggaran untuk menghadapi kontraksi
anggaran negara yang sedang terjadi.

Sesuai dengan Undang Undang No 28 tahun
2007 tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan, wajib pajak seharusnya membayar
hutang pajak berserta sanksi administrasi dan denda
keterlambatan pembayaran pajak. Tujuan umum tax
amnesty dilaksanakan ialah untuk menarik uang dari
para wajib pajak yang disinyalir menyimpan
pendapatannya secara rahasia di negara-negara bebas
pajak, oleh Kkarena itu pemerintah memberikan
beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin
mengikuti  programtax amnesty. Kemudahan-

kemudahan yang diberikan oleh pemerintah berupa

tarif pajak yang rendah dan adanya beberapa fasilitas

seperti:

a. Dihapuskannya sanksi administratif,

b. Ditiadakannya pemeriksaan pajak
penindakan dengan tujuan pidana,

c. Penghapusan segala pajak-pajak yang terutang.

d. Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang
sedang diperiksa.

untuk

Implementasi perpajakan dalam
pelaksanaannya di negara Indonesia  masih
mempunyai  permasalahan  tersendiri. Pertama,

kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah.
Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
masih besar (mencakup fungsi eksekutif, legislatif,
dan vyudikatif) sehingga menimbulkan terjadinya
ketidakadilan dalam melayani hak-hak wajib pajak
yang berdampak pada turunnya tingkat kepatuhan
wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan
wajib pajak kepada aparat pajak, serta berbagai
aturan perpajakan yang dinilai rumit. Rendahnya
kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan Surat
Pemberitahunan Tahunan (SPT) menjadi salah satu
hal yang berkontribusi terhadap rendahnya
penerimaan pajak. Jumlah pekerja sebesar 114,819
juta jiwa (pada tahun 2015), baru 27,571 juta jiwa
yang telah terdaftar sebagai wajib pajak orang
pribadi, dengan kata lain hanya 24,01% dari potensi
jumlah pekerja yang telah mendaftarkan diri
sehingga masih terdapat potensi sekitar 87 juta Wajib
Pajak yang belum terdaftar dalam sistem administasi
perpajakan (Pratama dan Mutiarin, 2019:33).

Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti
pada penelitian yang dilakukan oleh Jamil (2017)
tentang Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di
Indonesia menunjukkan bahwa penerapan tax
amnesty di Indonesia mampu meningkatkan
efektivitas penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian
lainnya mengenai tax amnesty menunjukkan dampak
negatif akibat dari adanya kebijakan tax amnesty,
Pratama dan Mutiarin (2019) menyatakan bahwa
kebijakan tax amnesty tersebut memberikan
keistimewaan kepada para pengemplang pajak
dibandingkan dengan para wajib pajak yang taat
membayar pajak. Disamping itu, pada penelitian
yang dilakukan oleh Pravasanti (2018) tentang
Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty
Bagi Perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa
implementasi pengampunan pajak di Indonesia
memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan
dengan jenis investigation amnesty.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya,
penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali lebih
mendalam berkaitan dengan efektivitas dan dampak
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dari kebijakan tax amnesty bagi perekonomian di
Indonesia. Urgensi dari penelitian ini ialah
menambah wawasan daripada wajib pajak untuk
melakukan pelaporan pajak sebagai  bentuk
kontribusi kepada negara dan bagi pemerintah
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
mengenai efektivitas dan dampak dari kebijakan tax
amnesty itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini
adalah  metode penelitian studi  kepustakaan.
Sugiyono  (2012) menyatakan bahwa, studi
kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta
literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan
budaya, nilai dan norma yang berkembang pada
situasi sosial yang diteliti. Penelitian dilakukan
melalui analisis pada kebijakan Tax Amnesty dan
tingkat kepatuhan pajak serta penerimaan pajak
sebelum dan sesudah diterapkannya tax amnesty dan
tingkat kepatuhan pajak serta penerimaan pajak
sebelum dan sesudah diterapkannya tax amnesty.
Bahan penelitian dan informasi berasal dari data
sekunder yang berasal dari penggalian informasi dari
berbagai sumber yang ada seperti media elektronik,
penelitian terdahulu dan lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan antara kebijakan tax amnesty
dengan kepatuhan wajib pajak tidak dapat
dipisahkan. Hal ini selaras dengan penelitian yang
dilakukan oleh Hutasoit (2017) dengan judul
Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Di Kota Palembang, menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan antara tax amnesty
terhadap kesadaran membayar pajak, tax amnesty
terhadap pemahaman peraturan sistem administrasi
perpajakan di Indonesia, dan program pemberian tax
amnesty terhadap persepsi yang baik atas efektivitas
sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak
dapat diketahui melalui pelaporan pajak yang
dilakukan berupa Surat Pajak Tahunan (SPT), karena
dengan melakukan pelaporan sesuai tenggat waktu
yang diberikan dapat menunjukkan bahwa wajib
pajak telah mematuhi undang-undang yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan
Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib
pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya
disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak
yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan;

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua
jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah
memperoleh izin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak;

c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik
atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terakhir.
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Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih
tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di
negara-negara  maju. Banyak faktor yang
menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya
rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan
pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak,
dan sebagainya (Ragimun, 2020). Beberapa faktor
yang dapat di simpulkan untuk dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak menurut Kurniawan et al.
(2019):

1. Penerapan denda pada kebijakan pengampunan
pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.

2.  Wajib pajak dengan peluang di periksa lebih
tinggi pada kebijakan pengampunan pajak
cenderung lebih patuh.

3. Kebijakan pengampunan
dilakukan sekali saja

4. Tarif pengampunan pajak yang rendah lebih
disukai wajib pajak.

Berdasarkan data APBN tahun 2021 mengalami
pertumbuhan sebesar 9.39%. Artinya, adanya
peningkatan daripada pendapatan yang didapatkan

pajak sebaiknya

pada tahun 2021 vyaitu sebesar 1.742,75 triliun

rupiah.

Tabel 2. Growth Anggaran dan Realisasi -

APBN

2020 2021

Sumber Data: Kementrian Keuangan

Peningkatan yang terjadi salah satunya dapat
disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam
mengadakan tax amnesty. Berdasarkan dari
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jamil
(2017), didapati bahwa tingkat efektivitas belum
maksimal. Jika dilihat dengan seksama, selisih dari
perbandingan APBN tahun 2020 dengan 2021 tidak
jauh berbeda, hanya selisih 44,1 triliun rupiah.
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Gambar 1. Perbandingan Target dan
Realisasi Pendapatan Pajak Dari Program
Tax Amnesty (Data Diolah Penulis 2021)
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Berdasarkan dari grafik diatas
menunjukkan bahwa dari tahun 2009 realisasi yang
didapatkan untuk memperoleh pendapatan negara
yang bersumber dari pajak belum pernah mencapai
ataupun  melampaui target yang diharapkan
pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas
dari kebijakan tax amnesty belum optimal. Pada
tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadi penurunan
baik dari target maupun pada total realisasi
pendapatan pajak yang diterima. Anitaria (2018)
menyatakan bahwa evaluasi program pengampunan
pajak pada periode pertama tahun 2016 belum
terpenuhi dan penerimaan retripariasi tidak mencapai
target. ini didukung dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Supraja (2020) yang menyatakan
bahwa berdasarkan hasil analisis deskriptif yang
telah dilakukan mengenai efektivitas pelaksanaan
program tax amnesty mampu memberikan tambahan
penerimaan pajak yang pada gilirannya dapat
berdampak pada capaian efektivitas penerimaan
pajak, namun hasil dari pelaksaan tax amnesty tidak
memberikan dampak sepenuhnya terhadap efektivitas
penerimaan pajak yang diperoleh KPP di Indonesia.

Tax amnesty memberikan dampak positif dan
dampak negatif. Dampak positif dari kebijakan tax
amnesty sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerimaan pendapatan kas

negara. Berikut adalah grafik dari tahun 2009

hingga 2020.
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Gambar 2. Penerimaan Pendapatan Pajak
Dari Program Tax Amnesty (Data Diolah
Penulis 2021)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa adanya
peningkatan dari tahun ke tahun penerimaan
pendapatan dari pajak, namun pada tahun 4 tahun
terakhir ada beberapa faktor yang mempengaruhi
naik turunnya pendapatan yang bersumber dari pajak
seperti, ekonomi, politik dan overmacht (keadaan
memaksa) seperti bencana alam.

1. Mencegah tindakan kecurangan pelaporan pajak
sehingga tidak membebankan wajib pajak yang
melaporkan dan membayar secara jujur.

2. Potensi penerimaan APBN Indonesia menjadi
bertambah dan berkelanjutan, APBN yang
berkelanjutan membuat daya belanja pemerintah
semakin besar. Yang berdampak positif pada
program  pembangunan  pemerintah  yang
berguna bagi masyarakat.

3. Dapat meningkatkan kesadaran akan kepatuhan
dalam melaporkan pajak. Meskipun tax amnesty
membuat peningkatan wajib pajak, namun hal
ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan
penerimaan pajak.

Pravasanti (2018:89) implementasi kebijakan
seringkali gagal diterapkan (unsuccesful
implementation) dikarenakan adanya keterbatasan
administrasi, ekonomi dan politik. Adapun dampak
negatif dari kebijakan tax amnesty sebagai berikut:

1. Berpotensi mengurangi kesadaran dan
kedisiplinan wajib pajak, karena dengan
adanya tax amnesty wajib pajak diberikan
kelonggaran hukuman akibat pelanggaran
yang telah dilakukannya sehingga cenderung
memberikan sikap menyepelekan pelaporan
pajak.

2. Menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib
pajak yang taat dan jujur dalam melakukan
pelaporan pajak.

3. Mengharuskan pemerintah dalam penerapan
tax amnesty dilaksanakan dengan
pengawasan yang ketat dan jujur. Sehingga
tax amnesty dapat diberlakukan untuk semua
orang, tidak hanya untuk kalangan tertentu
saja.

4. Memiliki harapan yang tinggi dari tax
amnesty dan akan menjadi kebiasaan
(Permana, 2020)
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4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah di
lakukan dengan menggunakan metode penelitian
studi kepustakaan, tingkat efektivitas pada kebijakan
tax amnesty berdasarkan pada data tahun 2009-2020
belum bisa berada pada titik optimal, karena realisasi
penerimaan pendapatan pajak selalu kurang dari
target yang diharapkan oleh pemerintah. Namun
berbanding terbalik dengan dampak yang diberikan,
dengan adanya tax amnesty berdampak positif bagi
peningkatan  penerimaan  pendapatan  negara.
Berdasarkan pada data APBN tahun 2021
menunjukkan bahwa pendapatan negara yang
bersumber dari pajak mengalami pertumbuhan
sebesar 9.39%. Artinya, adanya peningkatan daripada
pendapatan pajak pada tahun 2021 yaitu sebesar
1.742,75 triliun rupiah, walaupun hasil dari selisih
perbandingan APBN tahun 2020 dengan 2021 tidak
jauh berbeda, hanya selisih 44,1 triliun rupiah.
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